Menimbang :

Mengingat

BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018

'TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan;

18

Undang-Undang Nomor 29 , Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor ‘194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana
telah ‘diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang | Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pémbentukan Peraturan -Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negsara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur  Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan = Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887, h



Menetapkan :

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Tunjanéan Profesi, Tunjangan Kliusus
dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri
Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 479);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Bpone Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 60),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.

4, Bupati adalah Bupati Bone.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Bone.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.

7 Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bone.

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada
Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar
Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok
Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri
pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok
Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negeri
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang
melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai
dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT
Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
a. kepala UPT sekolah;
b. kelompok jabatan fungsional/guru;



(2)

(1)

(2)

(3)

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

‘ BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

: Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT
Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam mengoordinasikandan

melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan

Sekolah Dasar Negeri.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai

fungsi :

a. perumusan Kkebjjakan teknis pelaksanaan
pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;

b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
Sekolah Dasar Negeri; '

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT
untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas; )

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang
tugasnya,



merumuskan dan melaksanakan kebijakan
program, keuangan, umum, perlengkapan,
kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
mengoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri; .
. mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

mengoordinasikan pelaksanaan proses
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan pelaksanaan administrasi
kegiatan belajar mengajar;

mengoordinasikan dan melaksanakan
pembinaan guru, tenaga fungsional
kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta
membina hubungan kerjasama dan peran
serta masyarakat;

mengoordinasikan dan merumuskan
kebijakan terkait pelaksanaan administrasi
dan proses kegiatan belajar mengajar;

. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan administrasi dan proses
kegiatan belajar.mengajar;

. mengoordinasikan dan menata administrasi
ketatausahaan, kerumahtanggan, kesiswaan,
ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta
sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pendidikan;
mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan
kegiatan ekstrakurikuler;

mengoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan
kerjasama dengan instansi terkait dan
masyarakat;

mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan
kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah:
mengoordinasikan dan melaksanakan
pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar
Negeri;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi
dengan lembaga pemerintah dan lembaga non



pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi UPT;

t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

u. menydsun laporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

v, mengoordinasikan dan melakukan pelayanan
ketatausahaan, administrasi umum,
Kepegawaian dan keuangan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(4) Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi

(1)

(2)

sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3)
juga melaksanakan tugas dan fungsi yang
berkaitan dengan urusan Ketatausahaan atau
dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau
tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan
urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

(Guru)

Pasal 5
Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT
melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan
pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan program
pengajaran;

b. melaksanakan penyajian program pengajaran;

c. melaksanakan evaluasi belajar;

d. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;

e. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil

belajar;



(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

f. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra
kurikuler;

8. .melaksanakan pembimbingan pada kelas yang
menjadi tanggung jawabnya;

h.

melaksanakan pengembangan diri;
membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;

). sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi
terhadap proses dan hasil belajar tingkat'
sekolah;

k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan
administrasi UPT; dan

pelaksanaan fungsi-lain yang diberikan oleh
Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAB YV
TATA KERJA

Pasal 6

Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan
Fugsional/guru dan seluruh personil dalam UPT
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan
efisiensi.

Kepala UPT melaksanakan system pengendalian
internal di lingkungan organisasinya.

Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan. g
Kepala UPT dalam melaksanakan tugas,
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Satuan Organisasi di bawahnya.

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya
berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan
oleh Kepala Dinas sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan
Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan
seluruh personil dalam- lingkungan UPT wajib

ketentuan



mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta
meflyampaikan laporan secara berkala dan,atau
sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada
atasan masing-masing.

(7) Setiap laporan- yang diterima sebagaimana
dimksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh
pimpinan sebagai bahan perumusan dan

* pelaksanaan kebijakan teknis UPT,

(8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya,
melakukan pengawasan, pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan
rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai
kebutuhan.

(9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja
sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait,
dalam rangka meningkatkan kinerja dan
memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB V1
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM
JABATAN
Pasal 7
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Jabatan Fungsional/Guru  diangkat  dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
Pasal 8
(1) Untuk melaksanakan  koordinasi  layanan

administrasi pada satuan pendidikan dapat
membentuk koordinator wilayah Kecamatan.

(2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana
dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non
struktural yang dapat dijabat oleh pejabat
pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-uﬁdangan.

.



BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9
Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak
mengikat sesuai dengan Kketentuan peraturan
perﬁndang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ta.nggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watamponc
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Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 ..ei 2018
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No WAMA UPr .| wesn ALAMAT KECAMATAN
153 | SD INPRES 7/83 UJUNG TANAH | 40302454 | Ujung Tanah Cenrana
154 | SD INPRES 10/73 UJUNG TANAH 40302460 | Cenrana Cenrana
155 | SD INPRES 7/83 PALLIME 40302468 | Laopo Cenrana
156 | SD INPRES 6/86 LABOTTO 40302480 | Batutanre Cenrana
157 | SD INPRES 7/83 LABOTTO 40302484 | Kajuara Kae Cenrana
158 | SD NEGERI 74 PANYIWI 40302627 | Panyiwi Cenrana
159 | SD NEGQERI 75 PACUBBE 40302628 Panyiwi Cenrana
160 | SD NEGERI 76 WATU 40302649 | Watu Cenrana
161 | SD NEGERI 79 UJUNG TANAH 40302650 | Jl. K. H: Zainuddin Cenrana
162 | SD NEGERI 80 CENRANA 40302673 | Laleng Benteng Cenrana
iﬁi SD NEGERI 81 PALLIME 40302674 | Pallime Cenrana
164 | SD NEGERI 82 LAONI 40302675 | Laoni Cenrana
165 | SD NEGERI 83 CENRANA 40302676 | Kajuara Cenrana
166 | SD NEGERI 84 WATANG CENRANA | 40302677 | Tangee Cenrana
167 | SD NEGERI 85 LABOTTO 40302679 | Cakkeware Cenrana
168 | SD NEGERI 86 LABOTTO 40302680 | Labotto Cenrana
169 | SD INPRES 5/81 LATONRO 40302864 | Latonro Cenrana
170 | Tanomme 1Y MATANG 40302875 | Watang Labotto Cenrana
171 | SD INPRES 4/82 PANYIWI 40302884 | Ancee Cenrana
172 | SD INPRES 4/82 PUSUNGE 40302886 | Polewali Cenrana
173 | SD INPRES 5/81 UJUNG TANAH 40302926 | Ujung Tanah Cenrana
174 gg;gﬁs 5/81 WATANG 40302928 | Perangeng Samana
175 | SD INPRES 5/81 WATANG TA I 40302929 | Watang Ta Cenrana
176 | SD INPRES 5/81 WATANG TA 2 40302930 | Mapakkae Cenrana
177 | SD INPRES 6/75 PACUBBE 40302931 | Kampung Baru Cenrana
178 | SD INPRES 12/79 NAGAULENG 40302939 | Ajallasse Cenrana
179 | SD INPRES 12/79 PANYIWI 40302944 | Panyiwi . Cenrana
180 | SD INPRES 12/79 CENRANA 40302959 | Dare Kalukue Cenrana
181 | SD INPRES 12/79 LABOTTO 40302966 | Panjalili Cenrana
182 | SD INPRES 3/77 PALLIME 40302984 | Pallime *Cenrana
183 | SD INPRES 12/79 WATU 40303010 | Pallac Cenrana
184 | SD NEGERI 77 PALLAE 40310634 | Pallae Cenrana
185 | SD NEGERI 78 NAGAULENG 40310635 | Nagauleng Cenrana
186 | SD NEGERI 205 PADANG LOANG | 40302372 | Padang Loang Cina
187 | SD NEGERI 204 WALENRENG | 40302373 | Lapeccang Cina
188 | SD NEGERI 203 AWO 40302374 | Kampubbu Cina
189 | SD NEGERI 202 KANCO 40302375 | Soga Cina
190 | SD NEGERI 201 AJANGPULU 40302376 | Ajangpulu Cina
191 | SD NEGERI 200 LOMPU 40302387 | Lompu Cina
192 | SD NEGERI 199 ARASOE 40302389 | Kompleks PGB Arasoe Cina
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